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ABSTRAK

Lahirnya Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kiranya
telah mengakomodasi aspirasi rakyat, dengan di berlakukanya Undang —undang tersebut
Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) dapat di selengarakan secara langsung sesuai dengan pasal
24 ayat 5, tentang tata cara pelaksanaan Pilkada, calon langsung di pilih oleh masyarakat, santri
sebagai komunitas masyarakat yang mempunyai hak yang sama di berikan kebebasan untuk
menentukan pilihanya, di samping itu santri mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya
menjalankan kesadarn dan pembangunan dalam bidang politik. Pilkada di Kabupaten Klaten di
selengarkan pertama kali pada tanggal 26 september 2005. Pemilihan Pondok Pesantren Al
Mutagien sebagai lokasi penelitian, karena pondok pesantren Al Mutagien adalah Ponpes terbesar
yang berada di Kabupaten Klaten dengan jumlah santri terbanyak, di samping itu di Pondok
tersebut terdapat seorang Kiai yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat baik di pesantren
maupun di luar pesantren.

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Sedangkan analisis yang di gunakan adalah analisis
kualitatif. lokasi penelitian ini adalah di Pondok pesaantren Al Mutagien yang berada di
Kabupaten Klaten. Data di ambil dengan cara obserfasi, penyebaran kuisioner, dan wawancara.
Populasi ini adalah sebagian santri yang mempunyai hak suara di pondok pesantren Al Mutagien
dengan jumlah 60 santri, dari 600 santri yang belajar di pondok tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung yang
pertama kali di adakan di Kabupaten Klaten tahun 2005 berjalan dengan lancar. dan sesuai
dengan mekanisme tata cara Islam yang menekankan prinsip Musyawarah, ijma kesepakatan
bersama dalam proses Pemilihan seorang pemimpin.

Perilaku santri di Ponpes Al Mutagien dalam mengikuti perkembangan pasangan calon
sangat jarang di karenakan kesibukan para santri dalam mengikuti program pondok pesantren dan
belajar di madrasah. Kampanye pasangan calon berjalan sebagaimana mestinya dan kebanyakan
santri memilih mengikuti kampanye yang di lakukan secara terbuka dengan alasan mereka
mengangap kampanye ini adalah ajang pesta rakyat sehingga mereka bebas mengeluarkan segala
ekspresinya dengan berpawai di kota — kota, di samping itu kampanye yang di lakukan secara
terbuka dapat langsung mendengarkan program kerja dari masing — masing calon. Secara umum,
sikap atau perilaku santri berkaitan dengan dukungan pada pasangan calon Kepala Daerah di
wujudkan dengan sikap biasa- biasa saja atau netral. Kiai atau pengasuh sebagai pemimpin
tertinggi di pondok pesantren Al Mutaqien juga memperlihatkan sikap netral tidak mendukung
calon tertentu, dan memberikan saran kepada seluruh santrinya untuk menentukan pilihanya sesui
dengan pilihan masing — masing, tradisi dan sikap yang demikian kiranya juga dapat
mempengaruhi Perilaku politik santri dalam menentukan sikap, yang berdampak pada tidak
mendukung calon calon tertentu. santri dalam mengikuti tata cara sosialisasi dalam pelaksanaan
Pilkada di peroleh dari selebaran — selebaran yang di tempel di tempat tempat umum, dan
selebaran tersebut biasanya di tempelkan atau di sebarkan oleh para tim sukses, sehingga
peristiwa tersebut di jadikan ajang untuk mencari dukungan. Perlu di ketahui bahwa dalam
penyelengaran Pilkada tersebut khususya Di Ponpes Al Mutagien mengahadapi banyak
permasalahan seperti terbatasnya sarana dan prasarana penunjang akses informasi karena kurang
optimalnya kinerja KPUD.

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah Perilaku politik santri dalam
pemilihan Kepala Daerah di Kab Klaten Tahun 2005 berkaitan dengan mengikuti perkembangan
pasangan calon, kampanye, pemberian dukungan, sosilisasi, sampai pengunaan hak pilih berjalan
dengan baik, walaupun ada kekecewaan dari pihak santri di karenakan tidak adanya warga NU
yang maju mewakili mereka. Kiai sebagai pemimpin tertiggi di Ponpes Al Mutagien teryata juga
tidak mendukung calon — calon tertentu sehingga sikap tersebut cenderung di ikuti oleh para
santri dengan memperlihatkan sikap netral.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :

158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Ii‘:;‘:)f Nama Huruf latin Nama
i alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ T Te
& sa’ S es (dengan titik di atas)
o jim J Je
# ha’ H ha (dengan titik di bawah)
& kha’ kh ka dan ha
> dal D De
5 - zal z ze (dengan titik di atas)
y ra’ R Er
5 zai Z Zet
o sin S Es
o syin Sy ¢s dan ye N
o sad $ es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah
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b ta’ T te (dengan titik di bawah)
i b za Z zet (dengan titik di bawah)

¢ ‘ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ gain G Ge

fa’ F Ef
Jd qaf Q Qi
3 kaf K Ka
J lam Le ‘el
¢ mim M ‘em
O nun N ‘en
3 waw W W
° ha’ H Ha
¢ hamzah : Apostrof
2 ya’ G Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
g ditulis sunnah
e ditulis ‘illah
I1l. Ta’ Marbgtah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan A
sl ditulis al-Ma'idah
W B ditulis Islamiyyah




(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalum
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).
b. Bila diikuti dengan kata sandang “al”” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan A.
il 4 i ditulis Mugaranah al-ma zihib

1V. Vokal Pendek

1 I Fathah Ditulis a
2. S kasrah ditulis
3. —— dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. | fathah + alif ditulis a
Ot ditulis Istihsén
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
St ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
23l ditulis al- ‘Alwant
4, | Dammah + wawu mati ditulis u
e ditulis “‘Ulum

VI. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
o0 b ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
Jg diwlis Qaul




VIL Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

r_;,-ﬂ ditulis a’antum
ous! ditulis u‘iddat
F S A ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

of &l ditulis " al-Qur'an
el ditulis al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

Ju )

ditulis

ar-Risalah

gLl

ditulis

an-Nisa’

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

gUI Jﬁf

ditulis

Ahl al-Ra'yi

)l J..T

ditulis

Ahl as-Sunnah




oA 0 ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
Ja ditulis aul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

o5l ditulis a’'antum
. ditulis " u'iddat
F S 4 ditulis la’'in syakartum

VIII.Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

of ditulis

al-Qur’an

ol ditulis

al-Qryas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huraf / (el)nya.

i ditulis ar-Risalah
Lt ditulis an-Nisa'
IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
i) Jal ditulis Ahl al-Ra'yi

wh J_.ai ditulis

Ahl as-Sunnah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah merupakan keniscayaan yang dilatar belakangi oleh berbagai
perkembangan terbaru sebagai pengganti Undang-undang nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 telah
mengakomodasi aspirasi rakyat yang menghendaki lebih terjaminya pelaksanaan
Demokrasi di Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, yang diperbaharui dengan Undang-undang No 32 tahun 2004
bahwasanya Pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian
Otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteran masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, Daerah di harapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip Demokrasi,
pemerataan, keadilan keistemewaan dan kekhususan serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.'

" Daniel S. Salosa, Mekanisme, Persyaratan, dan Tata cara Pilkada Langsung Menurut
Undang — Undang No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Y ogyakarta, Media Presindo
2005), hlm. 7.



Dalam fase Demokrasi menyusul tumbangnya rezim otoriter,
penyelengaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Pilkada )
secara langsung merupakan babak agenda yang sangat penting dan menentukan
arah demokrasi yang dicita-citakan, di mana seluruh lapisan masyarakat
berpartipasi dalam kehidupan politik untuk mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan. Pilkada menjadi semacam simpang jalan, Apakah Proses politik itu
terus setia pada jalur Demokratisasi atau berbelok jalan atau bahkan berbalik
arah? Segala sesuatu hampir ditentukan pada simpangan jalan tersebut.

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara pada umumya memberikan
pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam
masalah-masalah pokok yang mengenal kehidupanya, termasuk dalam menilai
kebijakan pemerintahan karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Meskipun pada umumnya pengertian Demokrasi itu dapat dikatakan tidak
mengandung kontradiksi karena di dalamya meletakan posisi rakyat dalam posisi
yang amat penting, namun pelaksanaanya dalam lembaga kenegaraan teryata
prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang tidak selalu sama. Indonesia
sebagai salah satu negara yang juga lahir dari pengalaman kolonialisme sesudah
perang Dunia ke II telah menjadikan Demokrasi sebagai salah satu prinsip
ketatanegaranya. Telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau
penukaran rezim dan pemimpin nasional tapi tidak pernah mengeser prinsip
Demokrasi ini, bahkan tema penting yang selalu di kampanyekan adalah‘

Menegakkan Kehidupan Demokrasi’ Yang di yakini sebagai hak politik yang



amat penting bagi rakyat .> Demokrasi dapat di anggap sebagai cara untuk
membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila,
yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi
adalah suatu pola Pemerintahan yang kekuasaan pemerintahanya berasal dari
rakyat, dan dari mereka yang di perintah. Pemerintahan adalah hasil dari aspirasi
dan kemauan rakyat. Seperti yang tercantum dalam batang tubuh Undang-undang
dasar 1945 sebagai berikut :

Demokrasi adalah Pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau
demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat
kebijaksanan dalam permusyaratan perwakilan dilaksanakan dengan
rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kemanusian
vang adil dan beradab serta memelihara persatuan untuk mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.’

Seiring di berlakukanya Undang-undang No. 32 tahun 2004 hal ini
sesuai dengan pasal 24 ayat 5, Tentang yang di tunjuk menjadi Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah. Jadi Rakyat langsung memilih figur yang
merecka anggap layak untuk menduduki jabatan dalam menjalankan
Pemerintahan di Daerah.

Dalam konstalasi sistem sosial, dan politik umat Islam khususnya kaum
santri adalah merupakan salah satu aset bangsa yang mempunyai hak sama
sebagai warga negara. Dilihat dari partisipasi politik peran umat Islam khususnya

kaum santri lebih cenderung partisipatif. partisipasi yang di lakukan santri

2 Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. ( Jakarta, Rienika Cipta 2000), him. 3.

? Undang — Undang Dasar 1945, P-4, GBHN, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, |
Departemen Pendidikan dan kebudayaan.), hlm. 288.



merupakan wujud dari perilaku nyata dari sikap politik yang dimilikinya, Sikap
politik seseorang diperoleh dari proses sosialisasi politik yang di alaminya
Sebagai seorang santri tentu saja peranan kepemimpinan Kiai dalam membentuk
sikap politikya sangat besar di samping itu juga adanya ketundukan santri kepada
Kiai yang merupakan tradisi pesantren yang mau tidak mau akan berpengaruh
juga terhadap sikap politik santri. hal ini di kuatkan dengan pandangan Clifford
Geertz yang mengatakan bahwa ada tiga klasifikasi kekuatan masyarakat jawa
yakni Abangan, Santri, Priyayi, yang masing masing mempunyai peran penting
berkaitan dengan akses sosial politik dan ekonomi®. tetapi dengan meningkatnya
tingkat kedewasaan berpolitik yang dipengaruhi oleh kemajuan zaman dan
perkembangan pola pikir pemahaman santri mengakibatkan kepemimpinan Kiai
bukanlah satu — satunya faktor yang menentukan sikap politik santri.

Keberadaan pesantren yang sangat banyak sedikitnya terdapat 4.174
pesantren yang tersebar di pelosok Nusantara. hampir disetiap propinsi
mempunyai pondok pesantren yang dihuni oleh berbagai macam santri. Jutaan
santri belajar mengaji di berbagi pondok pesantren. Jumlah santri yang sangat
besar yang di miliki oleh pesantren menjadikan pesantren beserta santri dan
Kiainya mempunyai kekuatan politik yang sangat kuat dan menjadikan incaran
berbagai macam Partai politik untuk mendapatkan dukungan massa pesantren..5

Peran santri dalam perjuangan fisik dan motifasi politik dalam skala

nasional tergambar dalam perjuangannya dalam mengusir penjajah dan

* Khoiru Ummatin, Perilaku Poiltik Kiai,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002), him. 12.

5 Manfred Ziemek, Pesantren Dalam Perubahan Sosial ( Jakarta: P3M, 1986), him. 123 — 124,



mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia baik secara fisik maupun
diplomasi. Sikap anti komunis yang ditunjukan oleh kaum santri secara cultural
dan politis mencapai puncaknya setelah PKI melakukan Kudeta berdarah G 30 S/
PKI atau di kenal dengan gerakan 30 september Tahun 1965 yang telah menelan
banyak korban yang sangat banyak dengan pembunuhan secara sadis terhadap
para jenderal. kaum santrilah yang diwakili oleh Partai Nahdlatul Ulama sangat
mengutuk tindakan biadab PKI tersebut dengan peryataan yang isinya: Pertama
Mengutuk dan mencela Perbuatan kontra revolisiuner dari apa yang dinamakan G
30 S PKIL.°

Mulai tahun tersebut banyak Oraganisasi kemasyarakatan dan kelompok
Islam baik yang modernis atau tradisionalis maupun fundamentalis berebut dan
bertarung untuk memperoleh dukungan guna memperjuangkan kepentingan umat
Islam khusunya dan kepentingan bangsa pada umumnya.

Pada dasarnya, kelompok Islam khususnya kaum santri mendapatkan
kepercayaan dan pengakuan yang besar dari rakyat Indonesia. Partai — partai yang
didirikan oleh umat Islam mendapatkan suara yang sangat signifikan dan dapat
menyaingi partai — partai nasional. kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat
Indonesia terhadapa partai Islam teryata tidak dilaksanakan dengan baik oleh
politisi Islam. Politisi Islam hanya mempolitisir santri untuk mendapatkan
kekuasaan, budaya patronase yang sudah mengakar di dunia pesantren menjadikan
para politisi dengan mudah dapat meraup massa sebanyak — banyaknya dari kaum

santr1 dengan mendekati kiayinya. Akan tetapi suara santri yang setiap pemilu

° Staf Pertahanan Keamanan. 40 Hari Kegagalan G. 30. S 1 Okteober — 10 Nofember
1965, ( Jakarta : Lembaga Sejarah 1966), him. 72.



mendukung politisi teryata tidak membuat politisi peduli dengan nasib kaum
santri yang selama ini tidak pernah mendapatkan kehidupan yang layak.

Berkecimpungya para Kiai dan para politisi Islam dalam dunia politik
praktis teryata tidak menjadikan umat Islam semakin maju dan sejahtera serta
tidak dapat memperjuangkan politik Islam khususnya kaum santri hanya di
jadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan.’

Kecenderungan dalam politik santri terhadap ide Kenegaraan yang banyak
menjadi dasar konsiderasi ( pertimbangan ) Pemerintah. Hal ini tampak ketika
kaum Santri sepakat untuk menempatkan politik sebagai salah satu instrument
perjuangan, yang didasari oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan yang
melingkupinya, budaya politik yang berkembang, serta orientasi pemikiran
kaum santri itu sendiri. Peran santri dalam bidang politik ini sebenarnya

termotifasi oleh satu tujuan, sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an : surat At-

Taubah ( 9) : 122. dan surat An -Nisa ( 4) : 58.
il agie 48,8 JS (jo d Yl S | 0l (siagall OIS La
$ U500 pelal agl] | sra 5 1)) aga 58 1 gyl 5 Cpall (8 1 seadiy]
O ol (g sl 1305 Lelal (1) clila¥) 1 ga58 (o) oS yely Al
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? Dr. Endang Turmudzi, Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan , (Y ogyakarta: LKis, 2003
), hlm 246 - 247

© ¥ At Taubah (9):122

® An Nisa (4):58



Dari ayat inilah, maka kaum santri berupaya menjadikan politik sebagai
jalan berdakwah dan membangun masyarakat. khususnya bidang politik, dakwah
dan sosial.peran santri melaui pembahasan perilaku politik santri  dalam
pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Kabupaten Klaten tahun
2005 yang penulis maksudkan melalui studi kasus ini, dianggap sangatlah
menarik untuk diulas. Keberadaan pondok - pondok pesantren yang tersebar di
wilayah Kabupaten Klaten membuat perhatian khusus pada penulis untuk lebih
jauh menilik seberapa besar peran santri khususnya pondok pesantren Al
Mutaqien Pancasila sakti. karena Penulis mengagangap pondok pesantren ini
memiliki daya tarik tersendiri dan di anggap Istemewa di bandingkan dengan
pesantren lain yang ada di Klaten. Karena pondok pesantren tersebut memiliki
jumlah santri yang banyak, kurang lebih 600 santri yang belajar di ponpes
tersebut, pondok pesantren yang terbesar di Kab Klaten. Di samping itu pondok
pesantren Al Mutagien Pancasila Sakti juga memliki sosok figur seorang Kyai
yang kharismatik yaitu Mbah Liem, yang banyak di kenal oleh para pejabat, baik
di tingkat pusat maupun di daerah.

Ada beberapa pondok pesantren di Kab Klaten yang jumlahnya sangat
berpengaruh terhadap proses pemilihan Kepala Daerah. secara kuantitas jumlah
santri yang ada memiliki suara yang cukup berpengaruh dan signifikan. Tidak
hanya suara dan aspirasinya saja yang dipakai akan tetapi kecenderungan pola
perilaku politik santri yang menjadi perhatian khusus. Pola perilaku politik santri
yang murni yang terbentuk dari sikap partisipatif dan kehidupan keseharian

santri, Disini tidak hanya penulis yang memandang istimewa pengaruh perilaku



politik santri, Akan tetapi ada beberapa pihak- pihak yang memiliki kepentingan
didalamnya pula yang menganggap santri memiliki kekutan dan pengaruh. Para
Pihak- pihak tersebut adalah Partai- partai politik yang terlibat dalam proses
Pilkada, partai — partai politik yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan
dukungan dari golongan kaum santri.

Penggantian Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 Menjadi Undang —
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah membawa harapan
baru bagi Demokratisasi tingkat lokal. Ruang Demokrasi makin terbuka lebar,
karena warga masyarkat termasuk santri dapat terlibat langsung dalam Pemilihan
Kepala Daerah. Namun dibalik harapan tersebut ada sejumlah persoalan
substansial yang membuat agenda demokratisasi menjadi terhambat, karena para
calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah masih harus mengajukan
pencalonanya melalui partai politik. Dengang kata lain, Pilkada kali ini masih
diwarnai praktik oligarki politik. Kekuasaan bukan di tangan rakyat melainkan di
elit — elit politik

Partai politik peserta ajang pesta demokrasi ( pemilu ) dalam hal ini
berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada adalah perwujudan partsipasi rakyat
melalui pengunaan hak suaranya untuk memlih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah untuk memimpin dan melaksanakan pemerintahan Daerah. Dimana dalam
pelaksanaanya, pasangan calon kepala daerah dan Wakil Kepala Darah peserta
Pilkada merupakan pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik yang
memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD, atau dukungan suara dalam

pemilu legislative dalam jumlah tertentu.



Dalam pelaksanaan Pilkada yang diselengarakan secara langsung ini,
partai politik harus mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Di
samping itu, partai politik sebagi wadah pendidikan politik, komunikasi politik
dan sosialisasi politik masyarakat menuju peroses kesadaran dan partisipasi politik
masyarakat dalam pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.

Masyarakat dalam hal ini santri adalah suatu komunitas yang merupakan
bagian yang sangat vital karena jumlah suara mereka cukup banyak dan bisa
dijadikan alat atau kendaraan partai — partai politik untuk dapat mensukseskan
dan mendukung pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah. Karena
sukses dan tidaknya dalam Pemilihan Kepala Daerah ditunjukan dengan tingkat
partisipasi, dengan memberikan suara mereka, dalam hal ini masyarakat dan lebih
khususnya kaum santri

Dari uraian diatas maka penulis ingin mencoba mengkaji lebih dalam lagi
dalam sebuah riset penelitian mengenai sikap, perilaku santri dalam Proses
Pilkada di Kabupaten Klaten Th 2005 di Pondok Pesantren Al Mutagien

Pancasila Sakti.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat di rumuskan
permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Perilaku Politik Santri Di Ponpes Al
Mutagien Pancasila Sakti dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Klaten

Tahun 2005.



C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk: Mengetahui bagaimana Perilaku politik Santri pondok pesantren Al
Mutagien Pancasila Sakti dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di Kabupaten Klaten pada tahun 2005.

2. Kegunaan
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya pengkajian

selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku politik santri.
b. Untuk menambah khasanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun

khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka.

Dari beberapa literatur yang kami pelajari, memang banyak buku majalah
maupun tulisan — tulisan yang mengupas tentang pesantren, Kyai dan santri. Akan
tetapi dari data tersebut hanya sebatas peran pesantren, Kiai dan santri dalam
dataran bidang social, politik dan kemasyarakatan. didalam buku Tradisi
Pesantren Karya Zamakhsari Dofier, yang menjelaskan bagaimana peran Kiai
yang sangat dominan dalam sebuah pesantren baik terhadap santri maupun
masyarakat. Di dalam buku tersebut juga diungkapkan bahwa selain para Kiai
mempunyai pengaruh dan otoritas yang penuh dalam masalah politik terhadap

para santrinya dan terhadap masyarakat sekitarnya, akan tetapi dalam buku



tersebut belum mengeksplorasi tentang bagaimana perilaku politik Kiai tersebut
dalam mempengaruhi politik para santrinya dan belum menyentuh permasalahan
perilaku politik santri e

Di dalam bukunya Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri,
strategi kebudayaan dalam Islam. yang menjelaskan tentang perkembangan santri
dalam berpolitik, dan bernegara. Disamping itu buku tersebut juga,mengambarkan
dan menguraikan tentang perilaku santri dalam konstalasi perpolitikan di

Indonesia'’

E. Kerangka teoritik
Perilaku Merupakan dalam sikap, yaitu komponen konasi yang merupakan
kesiapan atau kecenderungan bagi suatu jenis aksi tertentu yang berhubungan
dengan obyek sikap.'” Maka perilaku erat sekali hubunganya dengan sikap.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia Sebagaimana di kutip dalam Bukunya M.

Qurais Shihab"’ Kata Politik Sebagai Segala urusan dan tindakan ( kebijakan,

10 7amakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang pandangan Hidup Kiai, (
Jakarta

Lp3es 1994)

" Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan Dalam
Islam,( Yogyakarta : Sipres, 1994)

12 Jack Duncan, Organization Behafiur, (Hougton milfin Company, Boston 1981), him. 92.

13 M. Qurais Shihab, Wawasan Al Quran ( Mizan, Bandung, 1996), him. 416.
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siasat dan sebagainya ) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain.
Juga dapat artikan sebagai kebijakan, cara bertindak dalam menangani atau
menghadapi suatu masalah.

Dalam kamus — kamus bahasa arab modern, kata politik biasanya di
terjemahkan dengan kata sivasah. Kkat ini terambil dari akar kata sasa-yasusu
yang biasa di artikan mengemudi, mengendalikan, mengatur dan sebagaianya.
Dari akar yang sama ditentukan kata sus yang berarti penuh kuman, penuh kutu

atau rusak.

Uraian Al- Quran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada
ayat — ayat hukum. Kata ini pada mulanya berarti mengahalangi atau melarang
dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang
pada mulanya berarti kendali, dalam Al Quran ditemukan dua puluh kali kata
hikmabh, salah satu diantaranya adalah surat Al- Baqarah (2): 269:

Sy Lag 1S | a3l 288 AaSall gy (e g by (e AaSal)
RPN PR

269. Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam tentang
Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa
yvang dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang
banyak. dan Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil

pelajaran (dari firman Allah).

'Y Al Bagarah ( 2): 269.
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Menurut tinjauan hukum Islam ada dua jenis politik yaitu politik kualitas
tinggi dan politik kelas rendah. Politik kualitas tinggi adalah politik yang di dasari
dengan rasa tanggung jawab (mas uliyah, accountability) baik tanggung jawab
kepada masyarakat atau rakyat tapi juga pertangungjawaban besok kepada Allah.
setiap jabatan politik pada hakikatnya adalah amanah dari masyarakat yang harus
di pelihara sebaik baiknya. Politik kelas rendah adalah politik yang tidak sehat
penuh kelicikan kekuasaan sebagai amanah dan nikmat Tuhan tidak dipergunakan
sebaik- baiknya'®

Menurut Robert K. Carr, bahwa perilaku politik ( political behavior)
sebagai suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik tertentu
situasi politik yang di maksud sifatnya sangat luas cakupanya.'® Yaitu antara lain
sebagai pengertian respon emitional berupa dukungan atau empati kepada
Pemerintah, respon terhadap Undang — Undang dan respon terhadap obyek
struktur politik lainya.

Jadi dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku politik
merupakan aktifitas atau tindakan yang di lakukan oleh indifidu atau kelompok
untuk merespon obyek tertentu.

Dari beberapa cakupan perilaku di atas, maka perilaku politik dapat di bagi
menjadi dua. Pertama, perilaku politik lembaga—lembaga dan para pejabat

Pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan

5 M. Amin Rais, Cakrawala Islam, Antara Cita Dan Fakta,( Bandung: Mizan, 1987),
hlm 30-31.

' Di ambil dari Skripsi, Perilaku Poltik santri Di Ponpes Raudlatut Thalibin, Secang,
Magelang Tahun 2006 him 12.



keputusan politik. Kedua, perilaku politik warga biasa baik indifidu, maupun
kolektif di mana mereka tidak berwenang seperti yang pertama dalam
melaksanakan fungsinya, karena apa yang di lakukan oleh pihak yang pertama
menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan pihak kedua ini di sebut sebagai
political participation."’

Partisipasi dari politik itu sendiri adalah kegiatan warga negara biasa
dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum
didalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Mengenai bentuk partisipasi
politik mempunyai dua bentuk pertama, partisipasi politik konfensional yaitu
partisipasi politik yang dilaksanakan secara normal dalam suatu sistem politik
tertentu, misalnya memberikan suara, merespon calon presiden, calon gubernur,
calon bupati dan mengikuti sosialisasi dari KPU mengenai mekanisme
pencoblosan. sedangkan yang kedua partisipasi politik yang non konfensional
adalah kegiatan politik yang di lakukan oleh warga dengan cara — cara di luar
mekanisme dan kebiasaan didalam sistem politik secara tidak teratur, misalnya
demonstrasi, konfrontasi dan sebagainya.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perilaku politik
merupakan aktifitas atas tindakan yang di lakukan oleh indifidu atau kelompok
terhadap obyek tertentu. Sedangkan perilaku politik di artikan sebagai fungsi dari
kondisi sosial, ekonomi, dan fungsi kepentingan, maka Perilaku politik
diantaranya adalah Produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu

masyvarakat, atau golongan dalam masyarakat tersebut. sehingga dapat

'" Nurcholis Madjid, Bilik Bilik pesantren : Sebuah Potret Perjalanan ( Jakarta : Paramadina, 1997
), hlm 53 — 54.
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disimpulkan juga bahwa Perilaku Politik Merupakan Tanggapan, Persepsi, Sikap
Dan keyakinaan serta sebagai suatu pendekatan pada Ilmu politik dimana Pelaku
politik yang di maksud disini adalah Perilaku politik santri Dalam Pilkada di Kab

Klaten Tahun 2005.

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian lapangan (field
research) yakni penelitian yang obyeknya peristiwa faktual yang ada di lapangan
dalam hal ini penelitian difokuskan di Pondok Pesantren Al Mutagien Yang
berada di Dusun Sumberjo, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan penulis untuk mengungkapkan bagaimana
perilaku politik santri pada pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
tahun 2005 di Kabupataen Klaten. Oleh karena itu, jenis penelitian yang
digunakan penyusun adalah Deskriptif, karena dalam penelitian ini berusaha untuk
mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara mengambarkan atau
menjelaskan keadaan berdasarkan kenyataan yang ada.

Metode Deskriptif menurut Natsir Dimaksudkan untuk membuat
gambaran atau lukisan secara sistematic, factual dan akurat mengenai fakta — fakta
sifat, serta hubungan — hubungan antara fenomena yang diselidiki.'® Sedangkan

penelitian deskreptif yaitu suatu penelitian yang terbatas mengungkapakan fakta(

'8 Moh Natsir, Metode Penelitian ( Jakarta: Ghalia Indah, 1983 ), him. 67.



fact finding ). Hasil penelitian di tekankan pada pemberian gambaran secara
obyektif tentang keadaan sebenaranya dari obyek yang diteliti.
3. Lokasi penelitian
Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Pondok Pesantren Al
Mutagien Pancasila Sakti yang berada di desa Sumberjo, Kelurahan Troso,
Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari unit yang dianalisis yang ciri
— cirinya diduga atau skala indifidu yang ada di daerah peneliti. Adapun
populasi yang akan kami gunakan adalah santri yang sudah mempunyai
hak suara dalam Proses Pilkada Di Kab Klaten Th 2005 yang berjumlah
60 santri baik yang menetap atau santri atau tidak menetap, termasuk
juga santri kampung yang belajar da berpartisipasi dalam Pilkada.
b. Sampel

Sample adalah sebagian indifidu dari populasi yang diselidiki atau kata
lain sampel bagian dari jumlah keselurah populasi. Dalam pengambilan
sampel penyusun mengunakan tekhnik purpusif sample yakni dengan
cara menentukan responden yang diwawancari dan di beri kuesioner
atau pertayaan — pertayan schubungan dengan suatu masalah yang akan
di teliti.'” Adapun santri yang mengisi daftar kuisioner dan yang kami

wawancarai adalah 60 santri termasuk Pengasuh Ponpes Al Mutagien,

2 Sanapiah faisal, Fornat — format Penelitian Sosial ( Jakarta : PT Grafindo Persada,
2003), him.67.
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dan tentunya santri yang sudah mempunyai hak suara dan tentunya juga
secara langsung berpatisipasi dalam Pilkada
4. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam skripsi ini, terdiri atas dua kategori,

yaitu sebagi berikut :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan penelitian di
Pondok Pesantren Al Mutagien Pancasila Sakti yang berada di Kab
Klaten.

b. Data sekunder, yaitu karya — karya yang relefan dengan studi ini, yang
mencakup buku — buku, jurnal, ensklopedia maupun artikel — artikel
dari media massa, yang berhubungan dengan persoalan yang di teliti.

Guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini maka cara
yang di tempuh dengan metode, sebagai berikut :

a. Metode Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas
fenomena — fenomena yang diselidiki dan dapat pula berarti memperhatikan
dengan cermat atau pengumpulan bahan dengan jelas dari gejala — gejala yang di
hadapi lalu mencatanya.® Metode ini di gunakan untuk mengamati perilaku
Perilaku Santri Di pondok Pesantren Al Mutagien Pancasila Sakti Yaitu melalui

kegiatan — kegiatan yang di lakukan Para Santri, Khususnya bidang politik.

2 1bid., hlm. 192.



b. Metode Wawancara ( interfiew ), yakni Wawancara bebas dan terpimpin
guna mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian. *' Dalam hal
ini, sebagai Subyek penelitian adalah para santri dan Kiai, serta para pihak yang
sekiranya dapat memberikan input data yang signifikan. upaya ini di tempuh guna
mendapatkan data primer dengan nilai validitas yang tinggi.

¢ Metode Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang di lakukan dengan
mencatat peristiwa — peristiwa yang berlalu, data tersebut bisa berwujud Buku —
buku, jurnal, karya — karya monumental seseorang, foto, gambar, yang
berhubungan dengan persoalan yang diteliti.”?

d. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang mengunakan pertayaan, di mana
pelaksanaanya dengan terlebih dahulu menyusun pertayaan mengenai masalah
yang akan di teliti dan daftar pertayaan ini akan di berikan kepada subyek yang
akan di teliti, dalam hal ini santri.

6. Metode analisis data

Analisis data adalah rangkain kegiatan penelahan, pengelompokan,
sistematis penafsiran, verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial,
akademis, dan ilmiah.” Analisis data yang penyusun lakukan adalah cara berfikir
Induktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta — fakta khusus, peristiwa —
peristiwa konkrit, kemudian dari fakta — fakta tersebut ditarik kesimpulan yang

bersifat umum. Khusus bab 71V (empat ) penyusun akan menggunakan cara

2! Masri Singarimbun, Metode Penelitian Surfey ( Jakarta: LP3ES, 1989), him. 198.
22 Prof. Dr. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, ), hlm. 82.

* Imam Suprayogo Dan Tabrani, Metedologi Peneltian Sosial Agama ( Bandung : Rosda, 2001 ),
hlm. 191.
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berfikir secara deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta — fakta yang
bersifat umum kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang umum.

Proses analisis data dilakukan dengan Mendeskrepsikan, mempelajari dan
menginterpretasikan dengan metode — metode diatas yang diharapkan mampu
memberikan kesimpulan yang memadai. Oleh karena itu, data yang diperoleh
akan disusun secara deduksi dan induksi secara bergantian, guna
merekonstruksikan pendapat para santri. selanjutnya ditempuh pola reflektifitas

dalam penyimpulanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab. adapun
struktur uraianya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama adalah Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metedologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang pandangan Islam terhadap seorang pemimpin,
dan Dinamika Politik santri pada bab ini juga akan diuraikan mengenai Politik
santri dalam konstalasi perpoltikan di Indonesia.

Bab ketiga, merupakan sejarah berdirinya Pondok Pesantren, keadaan,
respon santri terhadap Pilkada dan pada bab ini juga akan di uraikan mengenai isi
dari skripsi yang menguraikan tentang sikap, dan perilaku politik santri di Ponpes
Al Mutagien dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kab. Klaten pada Tahun 2005

yang lalu.
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Terakhir, Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran

— saran beserta lampiran—lampiran.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana telah penyusun kemukakan dan

uraikan pada bab sebelumya juga dengan deskripsi dan analisis terhadap data yang

telah penyusun lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa perilaku politik santri dalam

Pilkada di Kab Klaten Tahun 2005 di Pondok pesantren Al Mutagien sebagai

berikut :

L

Santri cenderung lebih jarang mengikuti perkembangan pasangan calon dalam
pilkada, dan sebagian santri juga menjawab pernah mengikuti perkembangan
calon Kepala Daerah dengan intensitas 1 kali dalam satu minggu, Hal ini di
sebabkan karena mereka hanya di sibukan dengan kegiatan — kegiatan di
madrasah dan di Pondok Pesantren. Kebanyakan media yang di gunakan untuk
mengetahui perkembangan pasangan calon adalah melalui selebaran — selebaran
yang di sebarkan atau di tempel oleh tim sukses di segala tempat.

Dalam pilkada yang diselengarakan secara langsung ini santri di ponpes Al
Mutagien cenderung mempunyai rasa ingin tahu keingintahuan dan penasaran
mereka disebabakan karena calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di
pilih secara langsung oleh mereka.

Dalam pilkada, kampanye sebagai sarana untuk mendapatkan massa, simpatik

dan dukungan ternyata sangat mendapatkan perhatian dari santri, mereka lebih

82
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cenderung suka mengikuti kampanye secara terbuka dengan alasan kampanye
ini lebih ramai, dan ini merupakan ajang pesta rakyat, sehingga mereka lebih
bebas mengeluarkan segala ekspresi, turun ke jalan dan pawai mengelilingi
kota, di samping itu mereka juga langsung bisa mendengarkan program kerja
dari para calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

. Ada beberapa alasan santri dalam memberikan dukungan terhadap para calon
di antaranya adalah karena tertarik dengan imbalan yang di tawarkan oleh para
tim sukses tertentu, wujud dari imbalan tersebut biasanya berwujud dengan
memberikan kaos, rokok, uang bensin dan segala sesuatu yang di butuhkan.

. Dalam Pilkada ini para santri cenderung memperlihatkan sikap Netral di
karenakan tidak adanya calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang
mewakili mereka tidak ada warga NU yang mencalonkan atau dengan kata lain
Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partainya mereka tidak mencalonkan
kadernya untuk mencalonkan sebagai kandidat calon Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah.

. Sesepuh dan pengasuh sebagai pimpinan tertinggi di pondok Pesantren Al
Mutagien juga meperlihatkan sikap Netralnya atau tidak memberikan dukungan
terhadap calon tertentu, hal ini d: sebabkan karena dari warga NU atau dari
partai PKB tidak ada yang mencalonkan diri. sikap yang demikian bisa juga di
ikuti oleh para santri sehingga kebanyakan santri memperlihatakan sikap

netralnya.
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7. Ketertarikan santri dalam memberikan hak suaranya dalam Pilkada ini karena

mereka cenderung peduli dengan masa depan daerah, sehingga walaupun
mereka di berikan imbalan mereka tetap memilih calon yang dianggap mampn

untuk memimpin Daerah.

B. Saran

Adapun saran — saran yang dapat penyusun sampaikan untuk santri dan semua

pihak yang terlibat di dalamya adalah sebagai berkut :

ki

Di dalam memutuskan pilihan politik, hendakya atas pertimbangan secara
rasional dan tidak atas pertimbangan untuk sesaat. Karena pilihan dan perilaku
politik dalam pilkada ini sangat menentukan masa depan daerah.

Santri sebagai generasi bangsa yang berbasis Islami seharusnya bisa
mengambil keputusan dengan sebaik baiknya tidak ikut - ikutan dalam

menentukan pilihan politikya.

3. Bagi KPUD, sebagai panitia penyelengara PILKADA hendaknya juga bisa

membimbing, dan mengarahkan warga masyarakat agar bisa berpolitik secara
baik agar tercipta pemerintahan yang baik demi masa depan daerah. Selain itu
KPUD di harapkan secara optimal dapat meningkatkan peranya dalam
penyelengaraan Pilkada berkaitan dengan sosilisasi Pilkada walaupun dengan

keterbatasan sarana, dan prasarana.
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